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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                         NOMOR  50/PMK.07/2017      /PMK.07/2016 

TENTANG 

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, 

pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman 

penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 

dan Evaluasi Dana Desa; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  

dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, 

penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, 

www.peraturan.go.id



2017, No.537 -2- 

dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 

pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001 tentang   

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua  menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5339); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan 

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909); 

 

                 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN 

DANA DESA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka 

mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan 

kepada Daerah dan Desa. 

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara 

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi 

fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, 

Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta.   

6. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

7. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas 

Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. 

8. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID 

adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu 

berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja 

tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, 

pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

9. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan 

untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu 

Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua menjadi  Undang-Undang, dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

10. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi 

Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya 

disingkat DTI adalah dana tambahan yang besarnya 

ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun 

anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan 

pembangunan infrastruktur. 

11. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

selanjutnya disingkat Dana Keistimewaan DIY adalah 

dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan             

urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang   Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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